MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/PMK.06/2015

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan
Barang Milik Negara berupa alat angkutan darat bermotor
dinas operasional jabatan di dalam negeri diperlukan suatu
perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan
berkeadilan pada Kementerian/Lembaga,;

b. bahwa guna mewujudkan perencanaan kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya suatu
standardisasi berupa standar barang dan standar kebutuhan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, penetapan standar barang dan standar
kebutuhan Barang Milik Negara berupa alat angkutan darat
bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri, ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Barang Dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat
Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di
Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 TaHun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan.....
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56595);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara,;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BARANG
DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL

JABATAN DI DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN.

Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan
sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam
perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.

Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang

dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan
penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan

Kementerian/Lembaga.

Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di
Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut AADB Dinas
Operasional Jabatan, adalah kendaraan bermotor yang
digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 2.....
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Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa AADB Dinas
Operasional Jabatan berfungsi sebagai pedoman bagi:

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka
menyusun Perencanaan Kebutuhan dalam bentuk pengadaan
BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan; dan

b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan
BMN dalam bentuk pengadaan AADB Dinas Operasional
Jabatan yang disusun oleh Pengguna Barang.

Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi
atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum AADB Dinas
Operasional Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4
Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, BMN berupa AADB
Dinas Operasional Jabatan yang telah ada tetap dapat
dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6
Penerapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan untuk
pengadaan BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan yang

diatur dalam Peraturan Menteri ini didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 557

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
ub, ;
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KEPALA/BAGIAN 10/, KEMENTERIAN
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NIP 19590420 198402_1 001
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DAFTAR BATAS TERTINGGI STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN ALAT
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

STANDAR BARANG

| JUMLAH SILINDER
3.500 cc 6
A SUV
e : 3.500 cc 6
(Sport Utility Vehicles)

B Sedan 2.500 cc 4
SUV 3.000 cc 6
C Sedan 2.000 cc 4
D SUV 2.500 cc 4
E SUV 2.000 cc 4

2.000 cc Bensin
F MEPV t 4

ata
(Multi Purpose Vehicles) . )

2.500 cc Diesel
G MPV 1.500 cc 4
Sepeda Motor 225 cc 1
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MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO"

KEPALA BAGIAﬁ}(% EMENTERIAN
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  76/PMK.06/2015

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT
QERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM
NEGERI

DAFTAR BATAS TERTINGGI STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN ALAT
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

STANDAR KEBUTUHAN

Menteri dan yang setingkat

Wakil Menteri dan yang setingkat

Eselon Ia dan yang setingkat

Eselon Ib dan yang setingkat

Eselon IIa dan yang setingkat

Eselon IIb dan yang setingkat

Eselon III dan yang setingkat,
yang  berkedudukan sebagai
kepala kantor

Eselon IV dan yang setingkat,
yang  berkedudukan sebagai
kepala kantor dengan wilayah
kerja minimal 1 (satu)
kabupaten/kota

Eselon IV dan yang setingkat,
yang  berkedudukan  sebagai
kepala kantor dengan wilayah
kerja kurang dari 1 (satu)
kabupaten/kota

Sedan dan/atau
SUV (Sport Utility Kualifikasi A
Vehicles)
Sedan/SUV Kualifikasi A
Sedan/SUV Kualifikasi B
Sedan Kualifikasi C
SUV Kualifikasi D
SUV Kualifikasi E
MPV
(Multi Purpose Kualifikasi F
Vehicles)
MPV Kualifikasi G
Sepeda Motor Kualifikasi G

aslinya

Salinan SL}B!
KEPAI/(se |
KEP’KLA.BAGTAN' u.

a .:,mu U

GIAR f ety
NIP 19590 4201981621001

ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO




